
BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 42 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH 

DAN BADAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Garut, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada 
Dinas Daerah dan Sadan Daerah Kabupaten Garut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan 
Bad an Daerah Kabu paten Garut; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Baral (Serita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 



Menetapkan 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011  Nomor 310); 

1 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN BADAN 

DAERAH KABUPATEN GARUT. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Supati Garut. 

4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut. 

5. Sadan Daerah adalah Sadan Daerah Kabupaten Garut. 

6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
kelancaran pelaksanan tugas Pemerintah. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 
dan Badan Daerah. 

Pasal 3 

( 1 )  Unit Pelaksana Teknis sebagaimanadimaksud daJam Pasal 2 terdiri dari: 

a. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut; 

b. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut; 

c. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Garut; 

d. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut; 

e. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Garut; 

f. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi 
Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut; 

g. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut; 

h. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut; 

1. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten 
Garut; 

j. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut; 

k. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Garut; 
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l. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten 
Garut; 

m. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten 
Garut; 

n. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Garut; 

o. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

p. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut; 

q. Unit Pelaksana Teknis pada Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Garut. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan 
Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Int. 

(3) Wilayah kerja dan lokasi kantor Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan 
Sadan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalarn 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN 

Pasal 4 

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas 
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 5 

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan 
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan. 

Pasal 6 

( 1 )  Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Sadan Daerah yang mempunyai 
wilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional 
berkoordinasi dengan Camat. 

(2) Tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan 
Sadan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Sadan Daerah 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut. 
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: 

1 .  Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2012 Nomor 28); 

2. Peraturan Bupati Garut Nomor 690 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Oaerah dan Unit Pelaksana Teknis pada 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2014 Nomor 72); 

3. Peraturan Bupati Garut Nomor 877 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 20 12  tentang Pembentukan 
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis 
pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2014 Nomor 87); 

4. Peraturan Bupati Garut Nomor 4 1 5  Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis 
pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2015 Nomor 19); dan 

5. Peraturan Bupati Garut Nomor 983 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pernbentukan 
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis 
pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2015 Nomor 29), dicabut dan diyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Garut. 

Dltetapkan di Garut 

pada tanggal 29 - 1 2 - 2 0 1 6  

B U P A T I  G A R  UT, 

t t d  

RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 29 - 1 2 - 2 0 1 6  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

t t d  

I M A N  A L I R A H M A N  

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2016 NOMOR 42 


